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Abstract The activity aimed to develop coffee-producing villages economic in 

Belu Regency using science and technology in the community. Various parties 

(research and development institutions, central and regional governments, and 

villages) participated synergically in increasing institutional capacity of farmer 

groups and BUMDes, introducing science and technology utilization, guiding as 

well as providing production and marketing facilities, equipment for processing 

coffee commodities (upstream and downstream), providing facilities and 

infrastructure to access and support agricultural production. Those interventions 

are expected could transform coffee-producing village condition from lag behind 

to become developing villages. 

Abstrak Kegiatan ini bertujuan mengembangkan ekonomi desa penghasil kopi 

di Kabupaten Belu melalui pemanfaatan iptek ke masyarakat. Berbagai pihak 

(lembaga litbang, pemerintah pusat dan daerah serta desa) bersinergi 

menjalankan program intervensi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan 

kelompok tani dan BUMDes, pengenalan pemanfaatan iptek di masyarakat, 

pembinaan serta pemberian fasilitas produksi dan pemasaran, penyediaan 

peralatan pengolahan komoditas kopi (hulu dan hilir), penyediaan sarana dan 

prasarana untuk kemudahan akses dan penunjang produki pertanian. Intervensi 

tersebut diharapkan dapat mengubah kondisi desa penghasil kopi dari tertinggal 

menjadi desa berkembang atau maju. 

Keywords: science and technology utilization; capacity building; coffee 

management; coffee processing; BUMDes 
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PENDAHULUAN 

Kabupaten Belu adalah salah satu kabupaten yang ditetapkan Pemerintah sebagai daerah 

tertinggal di Indonesia dilihat dari wilayah serta masyarakatnya yang kurang berkembang baik 

dari ketertinggalan ekonomi, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan 

aksesibilitas, dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (Peraturan Pemerintah, 

2015). Dari 76 desa, ada 68 desa di Kabupaten Belu yang ditetapkan sebagai desa prioritas 

sasaran pembangunan desa dan daerah tertinggal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi, 2017). Kondisi tersebut cukup memprihatinkan, karena 

Kabupaten Belu mempunyai sumber daya pertanian yang cukup luas yaitu 53% dari luas 

wilayah (sekitar 68 ribu ha) (Badan Pusat Statistik, 2017), yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber penghasilan apabila dikelola dengan baik.  

Jika mengacu pada kriteria Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi (2017) tentang desa tertinggal, tujuh desa tertinggal di dua Kecamatan 

(Lamaknen Selatan dan Lamaknen) Kabupaten Belu adalah desa penghasil kopi. 

Pembangunan desa tertinggal harus dilakukan dengan berbagai strategi. Beberapa strategi 

pengembangan daerah tertinggal dikemukakan Syahza dan Suarman (2013), yaitu dengan 

memprioritaskan peningkatan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas SDM, dan Pembangunan 

Infrastruktur. Sependapat dengan Syahza dan Suarman, Ramadhani (2018) juga mengusulkan 

bahwa strategi pembangunan yang harus diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur 

untuk mendukung pembangunan kawasan sentra komoditas unggulan (kopi) di Provinsi 

Lampung (Ramadhani, 2018). Dari hasil penelitian tersebut, maka desa-desa terpencil, 

khususnya desa penghasil kopi di Kabupaten Belu diarahkan seperti yang direkomendasikan 

Syahza dan Suarman (2013) dan Ramadhani (2018).  

Untuk mendorong desa tertinggal menjadi desa berkembang dan maju, berbagai program 

pembangunan desa telah dijalankan dengan dana desa (Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2018b). Belajar dari kasus di Provinsi Papua Barat dan 

Papua, pembangunan desa dirasakan berjalan karena adanya dana desa (International Fund for 

Agriculture Development, 2018). IFRAD juga melaporkan bahwa dana desa di dua kabupaten 

tersebut sangat efektif dalam meningkatkan produksi pertanian. Belajar dari kondisi di Papua 

dan Papua Barat ini, maka penggunaan dana desa dapat dijadikan pemicu peningkatan 

pendapatan masyarakat di Kabupten Belu. 

Komoditas kopi saat ini sudah menjadi primadona perekonomian beberapa desa di Pulau 

Jawa (Arifin & Arianto, 2018; Sanaky & Nashori, 2018; Rega, 2016), dan di Pulau Sumatera 

(Marlina, 2014; Ramadhani, 2018), juga di Pulau Ende, NTT (Rofi, 2018). Kemajuan desa 

penghasil kopi di Indonesia menjadi acuan juga pada kegiatan ini agar masyarakat desa 

penghasil kopi di Kabupaten Belu dapat merasakan kesejahteraan ekonomi karena mempunyai 

sumber daya perkebunan kopi yang baik. 

Dari luas lahan pertanian yang ada, 20% nya merupakan lahan perkebunan rakyat (Badan 

Pusat Statistik, 2017), yang salah satu komoditasnya adalah kopi. Meskipun tidak dominan, 

tetapi 61% perkebunan kopi (154 ha) terkonsentrasi di Kecamatan Lamaknen Selatan dan 11% 

(27 ha) berada di Kecamatan Lamaknen (Badan Pusat Statistik, 2017). Sayang sekali 

produktivitasnya sangat rendah, hanya 279 kg/ha (Badan Pusat Statistik, 2017), padahal 

produktivitas kopi nasional mencatat 720kg/ha (Badan Pusat Statistik, 2018). Dugaan 

produktivitas kopi di Kabupaten Belu yang sangat rendah ini karena pemanfaatan iptek pada 

komoditas kopi masih lemah. Benarkah demikian? Sejauh mana iptek telah dimanfaatkan 

masyarakat untuk pengelolaan dan pengolahan kopi di Kabupaten Belu saat ini? Apakah 

pengenalan dan pemanfaatan iptek dalam pengelolaan tanaman kopi dan pengolahannya dapat 

mendorong ekonomi desa berkembang? Program yang seperti apa yang dapat mendorong 

enonomi desa ke arah yang lebih baik? Itulah pertanyaan penelitan yang hasilnya akan dibahas 

pada tulisan ini. 

Untuk menyelesaikan permasalahan pemanfaatan iptek yang rendah di masyarakat 

Kabupaten Belu, maka perlu adanya peningkatan penguasaan, pemanfaatan Iptek berbasis 

sumber daya alam setempat. Oleh karena itu kegiatan ini terlebih dahulu mengkaji kondisi 
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pemanfaatan iptek pada pengelolaan dan pengolahan kopi di Kabupaten Belu saat ini melalui 

Focus Group Discussion (FGD). Identifikasi permasalahan iptek di masyarakat saat ini (real 

time) masih tetap diperlukan untuk menentukan tindakan aksi partisipasif seperti apa yang 

sesuai dengan kondisi masyarakat penghasil kopi yang akan diintervensi. Berbagai strategi 

diuraikan dalam menindak-lanjuti upaya pemanfaatan iptek pada petani kopi di Kabupaten 

Belu. 

METODE 

Salah satu tujuan kegiatan dengan tindakan aksi partisipatif (Participatory Action Research- 

PAR) adalah untuk melihat realitas kehidupan di masyarakat secara lebih dekat, dan 

menyelesaikan persoalan yang dialami untuk mencapai harapan, yaitu transformasi 

(perubahan) ke arah yang lebih baik (Balakrishnan & Claiborne, 2017). Menurut Balakrishnan 

and Claiborne (2017) PAR tetap konsisten dengan tujuan transformatif, tetapi juga tetap 

terbuka untuk mengidentifikasi persoalan lebih jauh lagi yang membahas masalah yang 

mendesak dalam masyarakat yang kompleks. Oleh karena itu PAR digunakan pada kegiatan 

ini, karena bertujuan melakukan perubahan ekonomi masyarakat desa melalui intervensi 

pemanfaatan iptek di masyarakat. 

Pendekatan partisipatif yang berbasis masyarakat memang mensyaratkan bahwa anggota 

masyarakat dilibatkan dalam semua fase prosesnya (Makosky et al., 2010). Sementara Fletcher 

et al. (2015) menjelaskan PAR memiliki kekuatan dalam melibatkan dan mobilisasi 

pengetahuan (iptek) pada kondisi (waktu) yang sebenarnya (Fletcher et al., 2015). Dengan 

pertimbangan referensi-referensi tersebut, maka tindakan aksi partisipatif dilaksanakan di 

desa-desa penghasil kopi di Kabupaten Belu dengan melibatkan partisipasi masyarakat 

penghasil kopi.  

Untuk mengidentifikasi kondisi pemanfaatan iptek di masyarakat saat ini, penggunaan 

FGD dipergunakan karena berbagai kelebihannya dalam memberikan kemudahan mendapat 

keterbukaan data dari peserta pada permasalahan yang dibahas secara efisien dan tepat waktu 

(Masadeh, 2012). Dan FGD telah menjadi metode popular saat ini (Bennett et al., 2017). 

Untuk melihat pemanfaatan iptek pada komiditas kopi saat ini dan mengidentifikasi 

permasalahan pada produksi kopi yang produktivitasnya sangat rendah, maka data 

dikumpulkan melalui Focus Group Disscussion (FGD). Cara melakukan FGD mengikuti 

tahapan yang disampaikan Nyumba et al. (2018), dimulai dari: merancang disain riset yang 

terdiri dari penentuan tujuan, pemilihan partisipan, penentuan lokasi yang tepat; pengumpulan 

data, dimulai dari persiapan dan pelaksanaan FGD; Analisis isi data, dan perumusan hasil. 

Peserta FGD dipilih sebanyak 13 orang yang seluruhnya adalah petani kopi di wilayah 

Kecamatan Lamaknen Selatan dan Lamaknen, terdiri dari 10 laki-laki dan 3 perempuan. Umur 

peserta FGD berkisar antara 18-50 tahun.  

Selain FGD, metode tindak aksi yang partisipasif dilaksanakan sebagai upaya 

mengintervensi pengetahuan masyarakat seperti yang digunakan Sunding dan Odenrick 

(2010), dalam bentuk pelatihan pengelolaan tanaman kopi dan pengolahan kopi pada 

petani/kelompok kopi. Untuk penguatan kelembagaan kelompok tani, dilakukan dengan 

penyuluhan dan pembinaan, serta pemberian (penggunaan) fasilitas desa.  

Untuk memperdalam informasi, dilakukan wawancara pada beberapa tokoh masyarakat 

(Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lakmaras dan Sekretraris Desa Lakmaras). Desa 

Lakmaras dipilih sebagai tempat FGD, pelatihan dan wawancara serta observasi di lapangan, 

karena paling mudah dijangkau oleh peserta dan peneliti, dan mempunyai hamparan tanaman 

kopi yang luas, sehingga bisa mewakili kondisi desa-desa lain penghasil kopi di Kabupaten 

Belu. 
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HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN 

Pemanfaatan Iptek dalam Pengelolaan dan Pengolahan Komoditas Kopi di Kabupaten 

Belu Saat Ini 

Dalam FGD terungkap bahwa petani kopi menemukan tanaman kopi secara turun termurun 

dan tidak pernah menanam. Selama ini masyarakat (petani kopi) membiarkan tanaman kopi 

tanpa perawatan. Masyarakat datang ke kebun kopi saat panen tiba. Dari observasi di lapangan 

terlihat tanaman kopi di Kecamatan Lamaknen Selatan tumbuh tidak berarturan jaraknya 

karena dibiarkan tumbuh sendiri (Gambar 1a, b). Hal ini bisa terjadi karena biji kopi yang 

jatuh ke tanah menjadi anakan kopi, dan dibiarkan tumbuh di tempat biji kopi tersebut tumbuh. 

Batang-batang tanaman kopi tidak beraturan, ada yang tumbuh sempurna, ada yang kurang 

sempurna (Gambar 1c, d).  

Peserta FGD juga menyampaikan bahwa masyarakat tidak mengetahui cara memanen kopi 

yang baik. Seluruh kopi yang dipanen (dipetik) tidak dipilih, baik buah kopi yang berwana merah 

(matang), kuning (belum matang), maupun hijau (masih mentah) dipetik bersama (Gambar 1e). 

Buah kopi yang telah dipetik, lalu diperam beberapa hari bahkan bisa sampai minggu (cenderung 

menjadi busuk kulit buahnya), dibersihkan dari kulit buahnya (cherrynya), lalu dijemur di tanah 

(tanpa alas) sampai kering, menjadi kopi gabah. Hasil pengamatan di lapangan ditemukan tidak 

semua masyarakat menggunakan alas jemur kopi. Sebagian kecil menggunakan tikar (Gambar 

1f). Hasil kopi gabah sangat beragam besarnya karena diduga berasal dari buah kopi yang dipetik 

tidak seragam kematangannya (Gambar 1f, g). 

 

Gambar 1. Tanaman Kopi dan proses pengolahannya di Desa Lakmaras Kecamatan Lamaknen 

Selatan (a-g) 

Dalam pengolahan kopi, peserta FGD menyampaikan bahwa masyarakat mengolah kopi 

menjadi kopi bubuk dengan sederhana. Kopi gabah yang telah kering (hasil dijemur di tanah) 

ditumbuk, menjadi kopi beras, lalu disangray di atas tembikar tanah. Setelah kopi matang, kopi 

sangray ditumbuk didan siap diminum untuk keluarga (tidak dijual). 

Dari informasi yang terkumpul, baik dari FGD, pengamatan di lapangan ditambah dengan 

wawancara tokoh masyarakat, terlihat jelas bahwa masyarakat desa di Kabupaten Belu belum 

menggunakan iptek dalam mengelola tanaman kopi. Masyarakat belum mengetahui cara 

menanam, merawat dan hal lain terkait pengelolalan tanaman (kopi). Tanaman kopi yang ada 

hanya dikunjungi saat panen, lalu ditinggalkan, dan datang kembali ketika panen. Perilaku 

yang seperti itu bukan perilaku petani kopi, tetapi seperti perilaku nelayan untuk komoditas 

kopi. Perilaku tersebut sudah diwariskan secara turun temurun. Dalam mengolah kopi biji 

menjadi kopi gabah dan kopi beras, sampai kopi bubuk pun masih dengan proses yang 

sederhana dan konvensional, belum memanfaatkan teknologi yang telah berkembang saat ini. 

Masih rendahnya pemanfaatan iptek pada pengelolaan tanaman kopi di Kabupaten Belu 

merupakan salah satu penyebab produktivitas kopi di Kabupaten Belu rendah.  

Rendahnya pemanfaatan iptek juga diduga karena kapasitas SDM yang rendah. Jika 

mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (2017), sebagian besar masyarakat berpendidikan 

rendah, yaitu 32% hanya lulus SD, 20% tidak tamat SD, bahkan 9% tidak bersekolah (Badan 

Pusat Statistik, 2017), sehingga kapasitas SDM di desa khususnya perlu ditingkatkan.  
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Mengangkat Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang dengan Iptek 

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong desa-

desa tertinggal di Indonesia, termasuk desa-desa penghasil kopi di Kabupaten Belu, antara lain 

dengan adanya dana desa yang cukup besar diberikan dan dikelola oleh desa di Indonesia. 

Namun upaya tersebut masih belum cukup. Diperlukan berbagai strategi dengan tindak aksi 

yang partisipatif untuk mendorong desa tertinggal menjadi desa berkembang melalui 

pemanfaatan iptek.  

Berbagai tindak aksi partisipatif telah dilakukan kepada masyaraat desa penghasil kopi, 

seperti: (1) Penguatan kelembagaan kelompok tani dan BUMDes di Desa Lakmaras; (2) 

Peningkatan kapasitas iptek dalam pengelolaan dan pengolahan komoditas kopi; (3) 

Pemberian peralatan pengolahan kopi (hulu dan hilir); (4) Pendampingan berkelanjutan; (5) 

Pembangunan sarana prasarana jalan akses ke perdesaan; (6) dan sinergitas antar institusi 

dalam melaksanakan pembangunan desa, termasuk di desa-desa penghasil kopi di Kabupaten 

Belu ini. 

 

(1) Penguatan Kelembagaan kelompok tani dan BUMDes di Lakmaras 

Penguatan kelembagaan kelompok tani (kopi) dan BUMDes Lakmaras merupakan salah satu 

upaya dalam meningkatkan ekonomi desa penghasil kopi di Kabuaten Belu dari tertinggal 

menjadi berkembang (Hermanto & Swastika, 2011), karena kelompok tani memiliki peran dan 

fungsi yang penting dalam menggerakkan pembangunan pertanian (Mosher, 1987). Belajar 

pada Hermanto dan Swastika (2011), penguatan kelembagaan dilakukan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui penyuluhan akan pentingnya iptek di masyarakat dan 

bimbingan akan pentingnya struktur organisasi dan keberlangsungan kelompok tani kopi di 

tiga desa penghasil kopi (Desa Lakmaras, Desa Henes Kecamatan Lamaknen Selatan) dan 

Desa Duarasi (Kecamatan Lamaknen) untuk mulai berkerjasaman dengan BUMDes Lakmaras 

dalam penjualan kopi gabah.  

Penguatan pada BUMDes dilakukan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah melalui 

pemberian/penggunaan fasilitas produksi di Balai Desa (Lakmaras) selama BUMDes ini 

belum mempunyai rumah produksi sendiri. Akses permodalan usaha BUMDes diberikan 

melalui dana desa. Penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes telah diperkuat oleh adanya 

kebijakan Pemerintah melalui pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan 

Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 

 

(2) Peningkatan Kapasitas Iptek Pengelolaan dan Pengolahan Komoditas Kopi  

LIPI sebagai Lembaga Riset telah lama melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di 

masyarakat desa pnghasil kopi. Sejak 2003, berbagai pelatihan pemanfaatan teknologi tepat 

guna (TTG) pada pengolahan kopi ‘hulu’, dari pengolahan kopi buah menjadi kopi biji telah 

dilaksanakan di desa penghasil kopi (Lakmaras) Kabupaten Belu, sementara pelatihan 

pengolahan kopi hilir dan perbengkelan dilakukan kepada UMKM di Kota Atambua yang 

dekat ke konsumen (Dyah et al., 2006). Namun pada tahun 2007, peralatan TTG pengolahan 

kopi ‘hulu’ sudah tidak dapat difungsikan, karena alat telah usang dan rusak (Saparita et al., 

2011). Sulitnya akses pada Desa Lakmarasa (saat itu), membuat desa penghasil kopi ini tetap 

terisolir, dan sulit mendapatkan bantuan perbengkelan (untuk perbaikan peralatan) yang 

berada di kota Atambua. Akhirnya masyarakat kembali menggunakan cara-cara manual dalam 

mengolah kopi buah menjadi kopi biji. 

Pada tahun 2018 pelatihan pengelolaan tanaman kopi dilaksanakan pada kelompok tani di 

tiga desa penghasil kopi tersebut dilaksanakan oleh Puslit Koka dan LIPI. Materi pelatihan 

adalah tentang cara peremajaan tanaman, pemupukan, penanaman, pencegahan hama penyakit 

sampai cara okulasi tanaman kopi. Dengan pelatihan tersebut diharapkan masyarakat 

penghasil kopi mengerti dan menjalankan budidaya kopi yang baik, agar produksi kopi 

meningkat.  
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Selain pelatihan pengelolaan tanaman kopi, Puslit Koka dan LIPI juga memberikan 

pelatihan pengolahan kopi (hulu dan hilir) pada kelompok tani di tiga dsa penghasil kopi dan 

BUMDes (Lakmaras). Selain di Desa Lakmaras, LIPI memberikan pelatihan pengolahan kopi 

hilir pada UMKM di Ibu Kota Kabupaten Belu (Kota Atambua), sebagai outlet pemasaran 

kopi di dalam dan keluar kota Atambua (melalui outlet di bandara A.A. Bere Tallo). 

 

(3) Pemberian Peralatan Pengolahan kopi (hulu dan hilir) 

Untuk peningkatkan pemanfaatan Iptek di masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) memberikan bantuan 

peralatan pengolahan kopi yang lengkap (hulu dan hilir) beserta kendaraan pengangkut untuk 

penjualan kopi, kepada BUMDes Lakmaras di Kecamatan Lamaknen Selatan, Belu. 

Dukungan pemerintah desa adalah dengan pemberian fasilitas tempat produksi kopi bubuk 

bagi BUMDes, mendorong BUMDes Lakmaras dapat mengolah kopi gabah menjadi kopi 

beras dengan kualitas yang baik, sesuai standar kualitas yang ditetapkan pemerintah. 

Peralatan pengolahan kopi hilir juga telah diberikan LIPI kepada UMKM di Kota Atambua 

sejak 2007, yang saat kegiatan ini dilaksanakan (2018) peralatan dan produksi (usaha) kopi 

bubuk masih berjalan. 

 

(4) Pendampingan yang berkelanjutan 

Peningkatan kapasitas iptek dilanjutkan dengan pendampingan kelompok tani, BUMDes dan 

UMKM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu (dari Bidang Pembangunan Kawasan 

Perdesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)), bekerja sama dengan Bidang 

Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Himbauan untuk mencoba 

mengelola tanaman kopi semampunya (satu atau dua pohon kopi saja dulu) terus dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah kepada pada masyarakat penghasil kopi, agar masyarakat dapat 

melihat perbedaan hasil (produktivitas) tanaman antara yang dirawat dengan yang tidak 

dirawat. Dukungan kebijakan dengan mempermudah perizinan usaha, penyaluran pemasaran 

dengan diberikannya outlet di Bandara A.A. Bere Tallo, terus dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah. Pendampingan ini diharapkan terus menerus dijalankan. Peran pemerintah daerah 

dalam memajukan wilayah sudah terbukti penting (Dyah & Saparita, 2009). 

 

(5) Perbaikan Sarana dan Prasaran untuk kemudahan akses antar desa dan kota  

Dalam 4 tahun pembangunan (2014-2018), Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR 

telah membuat wajah baru kawasan perbatasan (termasuk Kabupaten Belu) menjadi embrio 

pusat pertumbuhan wilayah baru (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

2018), melalui: pembangunan jalan Nasional; embung (Haekrit, Manleten, Fulur) sebagai 

cadangan air; sumur bor sebagai sumber air bersih (dekat jembatan Weutuh) untuk 

konektivitas antar desa, yang dapat membuka akses penghubung antar desa dan dapat 

mendorong ekonomi perdesaan. 

Selain jalan nasional, jalan desa telah dibangun oleh Kementerian Desa PDTT 

(Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 

2018a). Dengan terbukanya akses dan koneksi antar wilayah di Kabupaten Belu diharapkan 

dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian serta menjangkau 

ke pusat-pusat layanan sosial dan kesehatan, untuk bisa memasarkan hasil pertaniannya ke 

kota Atambua dan menghemat waktu, sehingga masyarakat desa bisa lebih meningkatkan 

produktivitasnya. 

 

(6) Sinergitas antar institusi dalam melaksanakan pembangunan desa 

Dalam mendorong desa tertinggal menjadi desa berkembang, saat ini pemerintah tidak bisa 

melakukannya secara parsial. Persoalan desa yang kompleks memerlukan penanganan 

berbagai pihak secara sinergi dan tidak tumpang tindih. Kasus desa-desa penghasil kopi di 

Kabupaen Belu melaksanakan kegiatan secara bersama dan bersinergi antar berbagai institusi 
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pemerintah dan masyarakat, baik di tingkat pusat, daerah, bahkan sampai tingkat desa, seperti 

yang dianjurkan Saparita (2017). Sinergitas antar institusi untuk pengembangan wilayah desa 

tertinggal, telah dilakukan di desa-desa penghasil kopi di Kabupaten Belu, yaitu oleh LIPI, 

Puslit Koka, Kementerian Desa PDTT, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, Pemerintah Desa 

Lakmaras. Selain itu, Kementerian PUPR secara umum telah membangun sarana dan prasrana 

jalan (dan jembatan) dan penunjang produksi pertanian (bendungan, embung, sumur bor) bagi 

seluruh desa di Indonesia, termasuk desa-desa penghasil kopi di Kabupaten Belu.  

Kegiatan sinergi antar institusi pemerintah dan swasta dalam berbagai program percepatan 

pembangunan daerah tertinggal harus terus dilaksanakan mengingat desa-desa tertinggal 

termasuk di Kabupaten Belu harus diberdayakan menuju Indonesia yang lebih baik. 

Harapan pada Desa-Desa Penghasil Kopi di Kabupaten Belu. 

Berbagai intervensi yang telah diberikan pada kelompok tani kopi oleh berbagai pihak 

memang belum memberikan dampak yang dapat diukur saat ini. Namun dari pengamatan di 

lapangan, adanya outlet di Bandara A.A. Bere Tallo Kota Atambua untuk penjualan usaha-

usaha rumah tangga dan usaha kecil, khususnya usaha kopi bubuk, termasuk yang dihasilkan 

oleh BUMDes Lakmaras, UMKM kopi di Kota Atambua, memberi harapan akan adanya 

dorongan perubahan (transformasi) rantai pasok komoditas kopi. Mengacu pada hasil 

penelitian Rath dan Das (2016), bahwa manajemen rantai pasok dapat mengoptimalkan rantai 

nilai (ekonomi) perusahaan, maka pada kegiatan ini rantai pasok komoditas kopi di Kabupaten 

Belu digambarkan untuk menjadi dasar analisis transformasi ekonomi desa ke arah yang lebih 

baik.  

Dari informasi yang terkumpul di FGD, saat ini masyarakat telah dibuat nyaman oleh 

adanya pembeli komoditas kopi (dan komoditas pertanian lainnya) sampai ke desa-desa di 

seluruh pelosok Kabupaten Belu. Kopi beras dibeli dari masyarakat dengan berbagai kualitas 

(tanpa di pilah) dan dari jenis kopi apapun, dengan harga Rp25.000/kg) dan dibayar tunai. 

Harga kopi sama saja, baik jika masyarakat menjual dalam jumlah sedikit maupun banyak, 

atau masyarakat menjual di desa maupun di Kota Atambua. Dari pengamatan di lapangan dan 

wawancara dengan tokoh masyarakat, pembeli kopi di Kabupaten Atambua itu ternyata Toko 

komoditas pertanian yang membeli (dan menjual) berbagai komoditas pertanian, berlokasi di 

Kota Atambua, yang mempunyai pegawai yang disebar ke pelosok desa di Kabupaten Belu. 

Berdasarkan informasi jumlah panen yang didapat, peserta FGD menyampaikan hampir 

seluruh kopi (sekitar 90%) dijual melalui “pembeli” (pekerja toko) yang datang ke desa, 

sementara sebagian kecil (sekitar 5%) langsung dijual ke Toko besarnya di kota. Sisanya, 

untuk minum keluarga (tidak dijual). Alur (rantai pasok) komoditas kopi di Kabupaten Belu 

tergambarkan seperti pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Rantai pasok komoditas kopi di Kabuaten Belu yang terjadi saat ini 

Rantai pasok komoditas kopi yang terjadi saat ini (Gambar 2), tidak mendorong petani dan 

kelompok tani kopi dalam menggunakan iptek. Harga kopi yang dijual tanpa ada pemilahan 

kualitas membuat petani kopi mengolah kopi sembarang saja. Proses berdasarkan iptek yang 
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seharusnya dilaksanakan diduga akan memberatkan petani kopi jika nilai tambah pengolahan 

kopi tidak diterima petani. Nilai tambah dapat diterima melalui penerimaan harga yang lebih 

tinggi. 

Harapan adanya tindakan aksi yang partisipatif pada kegiatan ini adalah adanya 

transformasi rantai pasok (Gambar 3) yang dapat berdampak pada ekonomi masyarakat desa 

penghasil kopi, dan menjadi jalan dalam mendorong peningkatan kondisi desa tertinggal 

menjadi menjadi desa berkembang, dan mandiri. 

 

Gambar 3. Harapan Transformasi Rantai Pasok Komoditas Kopi karena peningkatan pemanfaatan 

Iptek di Kabupaten Belu NTT. 

Perubahan rantai pasok komoditas kopi (dari Gambar 2 ke Gambar 3) tidak dapat langsung 

berjalan, karena harus terjadi perubahan perilaku beriptek, dari ‘nelayan’ kopi, menjadi 

‘petani’ kopi, dari pengelolaan dan pengolahan kopi yang belum beriptek, menjadi 

pengelolaan dan pengolahan kopi yang beriptek.  

Dari penelitian perubahan perilaku (dari belum ber-iptek menjadi ber-iptek), belum dapat 

dipastikan berapa lama perilaku berubah karena intervensi yang diberikan itu efektif dan 

manjur (Nielsen et al., 2018). Mempertimbangkan hal tersebut, maka pemerintah daerah 

sampai pemerintah desa yag setiap hari berada di wilayah desa dan masyarakat itu berada, 

harus terus berupaya membangun kesadaran pada pentingnya iptek untuk peningkatan 

pendapatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan desa itu sendiri. 

Perubahan perilaku (dari belum beriptek menjadi beriptek) memang tidak bisa diharapkan 

dari intervensi pengetahuan dan informasi, bahkan Kelly dan Barker menjelaskan bahwa salah 

satu dari enam kesalahan adalah apabila menganggap perubahan perilaku karena adanya 

intervensi pengetahuan dan informasi (Kelly & Barker, 2016). Oleh karena itu, program 

pembangunan peningkatan iptek di masyarakat harus dilakukan secara sinergi dengan berbagai 

pihak dan saling melengkapi bukan parsial dan tumpang tindih (Saparita, 2017). 

Untuk mengubah rantai pasok komoditas kopi saat ini (Gambar 2) menjadi harapan 

(Gambar 3), perbaikian kualitas kopi harus dihargai dengan pembelian harga kopi yang jauh 

lebih baik dari yang terjadi saat ini (Rp25.000/kg kopi beras). Mengacu pada harga kopi 

standar yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perkebunan (2015), harga kopi beras yang 
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diproduksi oleh petani Bali pada tahun 2015 bisa mencapai Rp46.000/kg, dan jika di ekspor 

bisa mendapatkan harga $3,526/kg, maka masyarakat desa penghasil kopi di Kabupaten Belu 

diduga akan mendapat penghasilan yang lebih besar, sehingga kemungkinan besar 

bersemangan dapat menghasilkan dan menjaga kualitas kopi yang baik. Kondisi ini harus 

menjadi kebijakan pemerinah daerah terlebih dahulu agar masyarakat desa penghasil kopi 

mulai tergugah untuk berubah, dari masyarakat ‘nelayan’ kopi, mejadi ‘petani’ kopi. 

KESIMPULAN 

Pengembangan ekonomi desa penghasil kopi di Kabupaten Belu telah diupayakan berbagai 

pihak. LIPI dan Puslit Koka sebagai Lembaga Riset menjalankan tindak aksi melalui 

pengenalan pemanfaatan iptek di masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa, 

sementara Pemerintah Daerah Kabupaten Belu melalui pembinaan dan pembimbingan serta 

fasilitas produksi dan pemasaran. Pemerintah Pusat (Kementerian Desa PDTT) melakukan 

intervensi melalui penyediaan peralatan (teknologi) pengolahan komoditas kopi (hulu dan 

hilir), Kementerian PUPR melalui penyediaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, embung, 

sumur bor untuk memudahkan akses dan penunjang produki pertanian. Sinergitas ini sangat 

diperlukan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan desa agar dapat mendorong desa 

tertinggal menjadi desa berkembang atau maju. Berbagai intervensi yang telah dilaksanakan 

tersebut tidak akan berdampak jika tidak ada kemauan masyarakat pada transformasi 

kesejahteraan. 

Untuk mewujudkan keberhasilan pemanfaatan iptek pada komoditas kopi di Kabupaten 

Belu, beberapa rekomendasi adalah: 

1. Perlu pembinaan secara berkelanjutan untuk membangkitkan kesadaran dan kemauan 

masyarakat akan perubahan kehidupan yang lebih baik.  

2. Perlu dibuat mekanisme yang jelas untuk membangun sinergi dan kerjasama dan 

jaringan kerja antara pemerintah daerah, pusat dan lembaga litbang (LIPI, Puslit Koka) 

3. Perlu dilakukan evaluasi pada program yang berjalan secara bekesinambungan. 

4. Perlu dukungan fasilitas peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani kopi, 

kelembagaan BUMDes yang berkesinambungan. 

5. Perlunya dukungan infrastruktur informasi dan transportasi umum ke desa penghasil 

kopi. 

6. Perlu ada penyedian komoditas dalam jangka panjang, melalui pembukaan kawasan 

kopi. Jika melihat potensi tanaman kopi di Kabupaten Belu dan mengingat lahan tidur 

yang masih luas di Kecamatan Lamaknen Selatan dan Lakamnen, serta adanya program 

bantuan Dana Desa dari Pemerintah Pusat, maka Pemda Kabupaten Belu dapat 

mengarahkan pembangunan desa penghasil kopi menjadi kawasan desa kopi.  
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